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RINGKASAN 

Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Abrasi di Pantai 

Ancol Maras Kabupaten Seluma; Siska Julia Ahirah, 2063201019; 2025, 117 

halaman; Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 

Erosi pantai atau abrasi semakin meningkat di berbagai wilayah dalam 

beberapa waktu terakhir. Abrasi merupakan proses pengikisan daratan di kawasan 

pantai yang disebabkan oleh gelombang, arus laut, serta pasang surut air laut. 

Selain itu, pemadatan daratan juga berkontribusi terhadap penurunan permukaan 

tanah, yang dapat menyebabkan genangan air laut dan perubahan garis pantai. 

Abrasi terjadi ketika jumlah sedimen yang masuk ke suatu wilayah lebih sedikit 

dibandingkan dengan yang terbawa keluar dari wilayah tersebut. Di Kabupaten 

Seluma, upaya penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 7 Tahun 2015. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti 

pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dengan 

tujuan memperkuat koordinasi antarinstansi serta mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Perda ini merujuk pada Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menjadi dasar hukum nasional dalam 

pengelolaan bencana. Undang-undang tersebut mengatur jenis-jenis bencana, 

tahapan penanggulangannya, serta pembentukan BNPB dan BPBD sebagai 

lembaga yang bertugas melindungi masyarakat dan membangun sistem 

manajemen bencana yang lebih tangguh. 

Pantai Ancol di Kabupaten Seluma, Bengkulu, merupakan salah satu 

kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi. Peningkatan abrasi di wilayah ini 

berdampak signifikan terhadap ekosistem, permukiman, serta mata pencaharian 

masyarakat setempat, terutama nelayan, petani, dan penduduk yang bergantung 

pada sumber daya pesisir. Kerusakan garis pantai serta berkurangnya luas daratan 

akibat abrasi tidak hanya mengancam infrastruktur fisik, tetapi juga menimbulkan 

risiko sosial dan ekonomi yang cukup besar. Sebagai langkah mitigasi, 

Pemerintah Kabupaten Seluma telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi 

risiko bencana abrasi guna menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi 
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kawasan pesisir dari dampak yang semakin meluas. Kebijakan ini mencakup 

pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, seperti pemasangan pemecah 

gelombang serta penanaman mangrove, yang bertujuan untuk memperlambat laju 

abrasi dan memperkuat garis pantai. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat 

mengenai pentingnya menjaga lingkungan pesisir dan meningkatkan pemahaman 

terhadap dampak abrasi juga menjadi bagian utama dalam pelaksanaan kebijakan 

ini. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa Pemerintah 

Kabupaten Seluma belum sepenuhnya optimal dalam membangun fasilitas 

perlindungan pantai. Hingga saat ini, pembangunan struktur pengaman pantai, 

seperti batu pemecah ombak, baru terealisasi sekitar 40% dan belum terpasang 

secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan abrasi masih sering terjadi, seperti 

yang terakhir terjadi pada 1 Desember 2024, di mana curah hujan tinggi 

memperparah abrasi di kawasan tersebut. Frekuensi abrasi yang tinggi juga 

mengakibatkan sebagian batu pemecah ombak tenggelam, sehingga upaya 

penanggulangan abrasi belum mampu memberikan hasil yang efektif. Masalah ini 

mencerminkan adanya kesenjangan dalam penanganan abrasi di Pantai Ancol, di 

mana dampaknya yang semakin meluas membutuhkan langkah yang lebih konkret 

dari pemerintah, aparat desa, dan masyarakat. Meskipun berbagai pihak telah 

berupaya melakukan penanganan, tindakan yang diambil sejauh ini masih belum 

cukup serius untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. 

Penelitian ini berlandaskan pada konsep implementasi kebijakan, yang 

mengacu pada proses serta tahapan yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Implementasi 

kebijakan merupakan tahap penting yang menjembatani perumusan kebijakan 

dengan pencapaian hasil nyata di lapangan. Proses ini diawali dengan pemahaman 

yang mendalam mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Selanjutnya, berbagai 

pihak yang terlibat, termasuk instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, 

serta masyarakat, perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 

agar dapat berjalan secara efektif. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Teknik penentuan 

informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan untuk uji 

keabsahan data menggunakan metode triangulasi. 

Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan penanggulangan resiko 

bencana abrasi di Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma belum sepenuhnya 

memenuhi pencapaian indikator implementasi kebijakan. pada indikator kebijakan 

telah berjalan cukup baik, dengan pemerintah desa dan BPBD merencanakan 

program penanaman mangrove dan pemasangan batu penahan ombak. Namun, 

hanya pemasangan batu penahan ombak yang terealisasi, sementara sosialisasi 

khusus terkait abrasi belum dilakukan. indikator organisasi pelaksana, 

pelaksanaan kebijakan belum optimal. BPBD, Pemerintah Desa, dan Dinas Sosial 

terlibat dalam penanggulangan, termasuk pemberian bantuan bagi masyarakat 

terdampak. Karang Taruna juga berperan, tetapi belum ada lembaga yang secara 

rutin menangani abrasi di Pantai Ancol. indikator sasarankebijakan belum 

tercapai, karena abrasi tetap terjadi meski telah dipasang batu penahan ombak 

yang kini banyak tenggelam. Masyarakat cukup peduli dan aktif dalam sosialisasi 

serta pelatihan, namun masih kurang pemahaman mengenai penanggulangan 

abrasi. 
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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA 

ABRASI DI PANTAI ANCOL MARAS KABUPATEN SELUMA 

 

 

Oleh: 

Siska Julia Ahirah 

2063201019 

 

 

Bencana abrasi menjadi perhatian serius di berbagai wilayah pesisir, termasuk di 

Pantai Ancol, Kabupaten Seluma. Fenomena ini tidak hanya mengancam 

ekosistem pantai, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat sekitar. Permasalahan abrasi yang semakin mengkhawatirkan, 

sehingga diperlukan kebijakan penanggulangan yang efektif untuk mengurangi 

dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi kebijakan pengurangan resiko abrasi di Pantai Ancol Maras 

Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan sebagai pisau 

analisis yaitu teori implementasi kebijakan menurut Korten dalam Tarigan (2008) 

dengan indikator, kebijakan, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan resiko 

abrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik berdasarkan indikator 

implementasi kebijakan. Indikator komunikasi dalam kebijakan penanggulangan 

abrasi di Pantai Ancol cukup baik, namun sosialisasi khusus abrasi belum ada. 

Pemerintah desa dan BPBD merencanakan pemasangan batu penahan ombak dan 

penanaman mangrove, tetapi hanya pemasangan batu yang terealisasi. Indikator 

pelaksanaan kebijakan belum optimal, dengan keterlibatan BPBD, Pemerintah 

Desa, Dinas Sosial, dan Karang Taruna, namun belum ada lembaga yang rutin 

menangani abrasi. Indikator sasaran kebijakan belum tercapai, abrasi semakin 

parah meski ada batu penahan ombak. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam 

sosialisasi, tetapi masih kurang pengetahuan tentang penanggulangan abrasi. 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Abrasi, Pantai Ancol 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan sekitar 17.500 

pulau, memiliki wilayah perairan seluas 5,8 juta km². Dua pertiga wilayahnya 

berupa laut, dan garis pantainya sepanjang 81.000 km, salah satu yang 

terpanjang di dunia. Indonesia dikenal memiliki banyak wilayah rawan 

bencana, sehingga penting untuk membangun masyarakat yang tangguh dan 

siap menghadapi bencana. Dari sekitar 83.000 desa dan kecamatan di 

Indonesia, sebanyak 53.000 berada di wilayah berisiko tinggi terhadap 

bencana (Juliswara dkk, 2022). 

Wilayah pesisir pantai adalah zona peralihan antara laut dan daratan. 

Kondisi ini membuatnya mengalami tekanan dari berbagai aktivitas dan 

fenomena baik dari darat maupun laut. Fenomena yang terjadi di daratan, 

seperti erosi, banjir, serta aktivitas manusia seperti pembangunan pemukiman, 

pembukaan hutan untuk lahan pertanian, dan pembangunan tambak, 

berdampak pada ekosistem pesisir. Begitu pula fenomena dari laut, seperti 

pasang surut dan gelombang badai, turut mempengaruhi kondisi wilayah 

pesisir (Permatasari, 2021). 

Wilayah pesisir memiliki berbagai fungsi, seperti pusat pemerintahan, 

area pemukiman, industri, pelabuhan, tambak, pertanian, dan pariwisata. 

Beragam fungsi ini meningkatkan kebutuhan akan lahan dan prasarana 

lainnya, yang pada gilirannya dapat memunculkan berbagai masalah baru di 

kawasan pesisir. Beberapa masalah yang timbul meliputi perubahan morfologi 

pantai, seperti abrasi dan akresi (Rachmalia, 2021). 

Menurut Muffaroh (2024) wilayah pesisir menjadi pusat kehidupan 

nelayan, petani, dan petambak yang bergantung pada sumber daya alam. 

Namun, aktivitas seperti industri, reklamasi, perumahan, pertanian, serta 

transportasi laut memicu pencemaran, abrasi, dan kerusakan lingkungan. 

Dampak kerusakan ini mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi dan budaya 
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masyarakat pesisir, yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan degradasi 

sumber daya  

Abrasi pantai atau erosi pantai belakangan ini menunjukkan 

peningkatan di berbagai wilayah. Abrasi adalah proses pengikisan atau 

pengurangan daratan di area pantai akibat pengaruh gelombang, arus, dan 

pasang surut air laut. Pemadatan daratan juga berkontribusi pada penurunan 

permukaan tanah, yang menyebabkan genangan air laut dan perubahan garis 

pantai. Abrasi terjadi ketika jumlah sedimen yang masuk ke suatu titik lebih 

banyak daripada yang terbawa keluar dari titik tersebut (Harisma, 2023). 

Abrasi adalah fenomena mundurnya garis pantai yang terjadi di 

wilayah pesisir akibat aktivitas di darat maupun di laut. Faktor-faktor seperti 

penebangan hutan mangrove, penambangan pasir, gelombang tinggi, serta 

pasang surut air laut berkontribusi terhadap terjadinya erosi pantai atau abrasi 

(Abda, 2019). Pengikisan yang terjadi di pantai menyebabkan sedimen 

berpindah dari lokasi asalnya mengikuti arah datangnya gelombang, yang 

pada akhirnya mengubah bentuk garis pantai (Hakim, 2012). 

Pemahaman tentang faktor penyebab, risiko, dampak, serta kerentanan 

lingkungan sosial terhadap abrasi sangat penting sebagai panduan dalam 

merumuskan kebijakan dan strategi mitigasi. Setiap tahun, abrasi terus 

menyebar dan menjadi ancaman serius bagi wilayah daratan. Namun, di sisi 

lain, banyak masyarakat setempat yang tetap ingin bertahan di wilayah 

tersebut sehingga perlunya tindakan dalam pengurangan resiko bencana, 

terutama bencana abrasi (Kurniasari, 2022). 

Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002) menyatakan 

bahwa implementasi adalah pengembangan dari aktivitas yang saling 

menyesuaikan. Implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana adalah 

upaya nyata dari pemerintah daerah untuk mencegah dan mengurangi dampak 

abrasi di wilayah pesisir. Kebijakan ini biasanya melibatkan langkah-langkah 

mitigasi, adaptasi, dan restorasi lingkungan pesisir. 

Berdasarkan Perda Kabupaten Seluma No. 7 Tahun 2015 mengatur 

penanggulangan bencana daerah melalui pencegahan, mitigasi, tanggap 
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darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tujuannya adalah memperkuat 

koordinasi antarinstansi dan melibatkan masyarakat dalam mengurangi risiko 

bencana. Perda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, 

yang menjadi dasar hukum nasional dalam pengelolaan bencana, meliputi 

jenis bencana, tahapan penanggulangan, serta pembentukan BNPB dan BPBD 

untuk melindungi masyarakat dan menciptakan sistem manajemen bencana 

yang tangguh. 

Pantai Ancol di Kabupaten Seluma, Bengkulu, merupakan salah satu 

wilayah pesisir yang rentan terhadap abrasi. Abrasi pantai yang terus 

meningkat di daerah ini membawa dampak serius terhadap ekosistem, 

pemukiman, dan mata pencaharian masyarakat setempat, terutama bagi 

nelayan, petani, dan penduduk yang bergantung pada sumber daya pesisir. 

Kerusakan garis pantai dan penurunan luas daratan akibat abrasi tidak hanya 

mengancam infrastruktur fisik tetapi juga menimbulkan risiko sosial-ekonomi 

yang signifikan.  

Pemerintah Kabupaten Seluma telah menerapkan kebijakan 

pengurangan risiko bencana abrasi sebagai upaya mitigasi untuk menjaga 

keseimbangan lingkungan dan melindungi wilayah pesisir dari dampak abrasi 

yang terus berkembang. Kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur 

perlindungan pantai, seperti batu penahan ombak dan penanaman mangrove, 

yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan abrasi serta menguatkan garis 

pantai. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan 

pesisir dan pemahaman mengenai dampak abrasi juga menjadi fokus utama 

dalam implementasi kebijakan ini.  

Implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari 

keterbatasan anggaran hingga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya perlindungan lingkungan pesisir. Banyak penduduk yang 

masih bergantung pada sumber daya pantai untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi, yang kadang bertentangan dengan langkah-langkah pelestarian 

lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pengurangan risiko abrasi 
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di Pantai Ancol memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak 

terkait dalam membangun strategi yang efektif dan berkelanjutan. 

Sejauh ini pemerintah Kabupaten Seluma melalui Dinas Lingkungan 

Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah berupaya 

dalam mengurangi resiko bencana abrasi di Pantai Ancol Kabupaten Seluma, 

seperti dengan memasang batu pencegah atau pemecah ombak di pinggir 

pantai, kemudian dengan menanam hutan mangrove. Hal itu guna mengurangi 

resiko bencana abrasi di Pantai Ancol Kabupaten Seluma, namun dalam 

pelaksanaanya masih belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih 

terjadinya bencana abrasi. 

Berdasarkan observasi di lapangan yang penulis lakukan bahwa 

tampaknya pemerintah Kabupaten Seluma belum maksimal dalam 

membangun fasilitas perlindungan pantai. Hingga saat ini pembangunan 

struktur pengaman pantai yang sering disebut sebagai batu pemecah ombak 

masih belum terpasang sepenuhnya yaitu hanya sekitar 40% saja. Sehingga 

hal tersebut menyebabkan masih sering terjadinya bencana abrasi, seperti yang 

terakhir terjadi pada tanggal 1 Desember 2024 dimana curah hujan yang tinggi 

mengakibatkan abrasi. Sehingga, seringnya terjadi abrasi membuat batu 

pemecah ombak sebagian tenggelam, hal tersebut membuat bencana abrasi 

tidak mampu teratasi. 

Masalah ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penanganan 

abrasi di Pantai Ancol, di mana dampak yang semakin meluas memerlukan 

langkah yang lebih signifikan dari pemerintah, aparat desa, dan masyarakat. 

Meskipun terdapat upaya dari berbagai pihak, tindakan yang diambil sejauh 

ini masih belum cukup serius untuk mengatasi masalah tersebut. 

Melihat potret permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah 

Kabupaten Seluma dalam mengurangi resiko bencana abrasi, penulis tertarik 

untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan 

pengurangan resiko bencana abrasi. Oleh karena itu, penelitian ini diberikan 

judul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Di 

Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma ” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Di Pantai 

Ancol Maras Kabupaten Seluma? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah adalah: Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pengurangan 

Resiko Bencana Abrasi Di Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi 

tambahan pada ranah teori bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya terkait 

Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Abrasi. Selain itu, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada 

pengembangan disiplin ilmu administrasi. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi 

pemikiran berharga bagi pemerintah Kabupaten Seluma dalam melihat 

Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Abrasi, khususnya 

dalam upaya pencegahan terjadinya bencana abrasi. 

3. Secara Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

melengkapi dan memperluas pemahaman dalam pengembangan ilmu 

administrasi, terutama dalam konteks pengurangan resiko bencana 

abrasi. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang 

berharga bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk menyelidiki isu-

isu pengurangan resiko bencana, terutama bencana abrasi. 

 


